
BUPATI BATANG HARI 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 
NOMOR J TAHUN 2025 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI PADA 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATANG HARI, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada 
masyarakat Kabupaten Batang Hari, perlu memperkuat 
kapasitas permodalan Perusahaan Umum Daerah Air 
Minum Tirta Batang Hari; 

b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang 
Hari pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 
Batang Hari diharapkan dapat meningkatkan kinerja 
perusahaan, memberikan kontribusi terhadap Pendapatan 
Asli Daerah, serta mendukung pembangunan daerah; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
setiap penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan 
Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Batang Hari pada Perusahaan Umum Daerah 
Air Minum Tirta Batang Hari; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286 ) ; 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2 0 1 1  ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801) ;  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856 ) ;  

7. Undang-Undang 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 143 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6958); 

8 .  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173 ) ;  



10.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

1 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015  ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157) ;  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

dan 

BUPATI BATANG HARI 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI PADA 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG 
HARL 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati 
penyelenggara Pemerintahan Daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

3 .  Bupati adalah Bupati Batang Hari. 

4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat 
DPRD adalah DPRD Kabupaten Batang Hari. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

sebagai unsur 
yang memimpin 

yang menjadi 



6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Batang Hari yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batang Hari 
yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Batang Hari 
adalah BUMD Kabupaten Batang Hari sebagai 
penyelenggara sistem penyediaan air minum. 

9 .  Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah 
Kabupaten Batang Hari pada Perumda Tirta Batang Hari 
dengan mendapat hak kepemilikan. 

10. Laporan Tahunan adalah laporan yang komprehensif dari 
sebuah aktifitas perusahaan. 

BAB II 
BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN 

MODAL 

Pasal 2 

(1 )  Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada 
Perumda Tirta Batang Hari sebesar Rp6.000.000.000,00 
(Enam Miliar Rupiah). 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
diberikan dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Batang Hari. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan 
daerah. 

BAB III 
SUMBER PEMBIAYAAN 

Pasal 3 

(1 )  Sumber pembiayaan penyertaan modal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 
sampai dengan Tahun Anggaran 2027. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi tahunan 
penyertaan modal ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 



BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. 

Ditetapkan di Muara Bulian pada 
tanggal p - -  2025 

(d BUPATI {ATANG HARI, 

• 

MU MMAD FADHIL ARIEF 

Diundangkan di Muara Bulian 
pada tanggal 2 -  1 2 -  2025 

RAH KABUPATEN BATANG HARI, 

AERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2025 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BATANG HARI PROVINSI J AM B I : ( 7  ) (  0 %  )/2025) 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

NOMOR T TAHUN 2025 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI PADA 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARI 

I. UMUM 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat 
menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal 
(investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu 
dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada Perumda Tirta 
Batang Hari perlu dilakukan penanaman modal (investasi) sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan 
dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang 
Hari pada Perumda Tirta Batang Hari. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas 

Pasal 2 
Cukup Jelas 

Pasal 3 
Cukup Jelas 

Pasal 4 
Cukup Jelas 

Pasal 5 
Cukup Jelas 

Pasal 6 
Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARi NOMOR. .. 


